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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ 52 /DPMPTSP/ VI /2022
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) KHASANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan becerta lampirannya dari Saudara Eli Hernawati, S.Pd.
tanggal 10 Maret 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/2375/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 23 Mei 2022
Kelompok Bermain (KB) KHASANAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelengarakan
Kelompok Bermain (KB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sel%aimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang periu
di Izin Pmmn Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) KHASANAH yang
ditetapkan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) imana
telah diubah dengan ndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Ka
Purwakarta dan Kabupaten dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301); :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t Pemerintahan Daerzh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 T: han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tent‘angi_I Perubahan Kedua Atas Undang—Undan% Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No,nnr,§679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomior 126 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonpr%38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mntar? Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
hﬁv&auomorﬂ%), Sebm\a diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tt Standar | Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 71 T Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerinizh Nomor 38 Tahun 2007 tentang jan Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsl dan Pemerintah Kabupaten/ Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran
m Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negaia Republik
Inc i g

4750); oy A
8 Peraturan Permerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864); G
‘ Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan
QM(IMWMNW ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

Sebagaimana telah diubah dengan Perahm%natah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentan? Per n dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lemberan
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republk Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini; . i
Peraturan Mentesi Pendidilan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

> qus;gwm Sahan Pm::‘m Nonformal (Berta Negara Republk Indonesia tahun 2013

Nomor Sebagaimana diubah th?m Pewraturan Menteri Pesdidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia MTIJ::'T 2% Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Bertta Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279),
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda i ;
Tentang Standar Penilaian Pendidikan yaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 T: entang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Samnmé?&T

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabu x
S K 4 Da?r\a?l N( i paten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 ten Penyelenggaraan
:gmnan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majaleng?g%'ahunyzmz Nomor
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su: Perangkat h
Kabupaten Majalengka. 2 : . B
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelangyanan qrpaepadumnmpam

Majalengka.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan .  Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:
KESATU - Nama Kelompok Bermain (KB) - KHASANAH
Alamat - Blok Teja RT 001 RW 002 Desa Sunia
Kecamatan Banjaran Kabupaten
Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan
Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka

4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum
Berakhimya masa Izin

KEDUA - Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Ti iga) Tahun.
KETIGA ~ Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
" Majalengka Nomor 471 Tahun 2015 Tanggal 06 November 2015 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. * :
KEEMPAT - Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahﬁh'Séjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dan atatg{{_kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan
atau perubahan sebagaimana mestinya. &

.o Ditetapkan di Majalengka
T ette De Lt s Pada Tanggal OC Juni 2022
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